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BAB V
METODE IJTIHAD HIZBUT TAHRIR DI BIDANG UPAH DAN

POSISINYA DALAM KHAZANAH HUKUM EKONOMI| SYARIAH

A. Metodeljtihad Hizbut Tahrir

Pemikiran ekonomi Hizbut Tahrir, khususnya dalam bidang upah sangat
penting untuk dikaitkan dengan metode ijtihadnya, karena pemikiran ekonomi
tidak lain adalah salah satu hasil yang diperoleh dari ijtihad. Perbedaan konsep
ijtihad dan istinbat otomatis mempengaruhi perbedaan hasil ijtihadnya. Menurut
Hizbut Tahrir, ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari syariah sebagai sistem
yang harus dikembalikan kepada nash-nash al-Qur’an dan al-Sunnah dengan
metode istinbat sebagaimana dalam usul al-figh.!

Corak pemikiran Hizbut Tahrir tentang upah sangat terkait dengan metode
istinbat hukum yang diimaninya. Pandangan Hizbut Tahrir tentang ini tertuang
dalam buku al-Shakhsiyah al-Islamiyah volume ketiga yang khusus membahas
tentang metode usdtl al-figh yang menjadi pedoman kelompok ini. Berikut
beberapa pokok landasan pemikiran usdl al-figh yang berpengaruh pada
pemikiran Hizbut Tahrir tentang upah.

1. Pemikiran Hizbut Tahrir tentang Sumber Hukum Islam.
Hizbut Tahrir hanya mengakui sumber hukum (dalil) yang bersifat pasti
(gat’i) dan tidak mengakui sumber hukum yang masih bersifat persangkaan

(zanni). Hal ini menurut Hizbut Tahrir disebabkan oleh tigahal yaitu: 1). Hukum

1 Hizb al-Tahrir , Mafahim Hizb al-Tahrir, 55
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yang wajib diberlakukan oleh seorang muslim adalah hukum shar’i, bukan
hukum akal. Artinyaia adalah hukum Allah dalam suatu masalah bukan hukum
yang dibuat oleh manusia. Oleh karena itu dalil yang digunakan untuk istinbat
hukum harus berdasarkan wahyu; 2). Penetapan dalil hukum berdasar wahyu
harus bersifat gat’i, bukan zanni, karena ia merupakan ustl (pokok) agama,
bukan cabang, dan ia bagian dari agidah yang membutuhkan dalil gat’i; 3).
Karena hukum ditetapkan berdasar istinbat yang dibangun di atas persangkaan
yang kuat (ghalabah al-zan), maka jika dasar hukum yang dijadikan istinbat
tidak dikuatkan kepastiannya, ditakutkan banyak melahirkan pemikiran yang
tidak Islami dengan adanya hukum-hukum yang tidak berdasar wahyu.?

Berdasar ketentuan di atas, Hizbut Tahrir menetapkan bahwa dalil yang
ada dasar wahyu secara gat’i hanya empat, yaitu: a-Qur’an, al-sunnah, ijma’
shahabat dan al-giyas yang terbatas pada nas yang disebutkan ‘illat hukumnya.
Hizbut Tahrir hanya mengakui empat dalil tersebut dan menolak lainnya. 3

Hizbut Tahrir tidak mengakui ijma’ para mujtahid pasca sahabat

sebagaimana jumhur ulama’. Dalam hal ini a-Nabhani mengatakan:

sl Jo abdll W a b el e s W o el gla] s plal S
ik Wl ga 4y lglzal e K9, 50 s
Semua ijma’ selain ijma’ sahabat bukanlah dalil shar’iy, karena tidak ada

dalil gat’i yang menunjukkan bahwa ia adalah dalil shar’iy. Semua yang
dijadikan dalil oleh para ahli ustl al-figh adalah dalil-dalil zanni semata”.

2Tagy a-Din Al-Nabhani, Mugaddimah al-Dustur, 46-47

3 Lihat: Hizb al-Tahrir , mafahim Hizb al-Tahrir, 56; Tagy al-Din Al-Nabhani, al-Shakhsiyyah al-
Islamiyah, Vol. 3 (Usdl al-Figh) (Beirut: Dar al-Ummah, 2005), 64-65;

41bid., 300
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Selain mempersempit ijma’ hanya pada ijma’ shahabat, Hizbut Tahrir juga
membatasi penggunaan qiyas, yaitu hanya menggunakan giyas pada nas yang

disebutkan ‘illat-nya. Berkenaan dengan ini, al-Nabhani mengatakan:
6 ale Laate O 0L ilke auate sé of dle Leaze 055 OF L) 5l Y 2 O
e avate Sy 4 Oly ) AL 5a My e iy oy Ll o e
Pale o Y
“Teks itu tidak lepas dari dua kemungkinan: mengandung ‘illat atau tidak.
Jika mengandung ‘illat, maka ‘illat tersebut dianggap sebagai hujjah

dimanapun ditemukan dan digiyaskan atasnya. Sedang jika tidak
mengandung ‘illat makatidak digiyaskan atasnya”.

Di tempat lain, al-Nabhani mengatakan:

M\Mojﬁj ,w%%agbwﬂg»jéwu}ﬁm Sla O
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“Sesungguhnya terdapat teks-teks tertentu dalam hukum-hukum tertentu

datang dengan ‘illat tertentu, dan ini dianggap sebagai ‘illat yang disebut

oleh teks semata, tanpa melihat apakah ‘illat tersebut maslahat atau
mafsadah, dan dalam ‘illat tersebut tidak ditemui maslahat dan mafsadah.

‘Illat tersebut hanya mu’tabar (dianggap) pada teks yang ada tersebut

tidak pada yang lain, begitu juga hanya dianggap dalam hukum yang ada

‘illat tersebut semata tidak pada hukum-hukum yang lain.”

Dengan kata lain bahwa Hizbut Tahrir memandang bahwa cara untuk
mengetahui ‘illat yang digunakan dalam giyas hanyalah melalui nas semata.
Penetapan ‘illat melalui logika atau akal, menurut Hizbut Tahrir menafikan
keberadaan syariah sebagai hukum Allah swt. Pandangan Hizbut Tahrir ini
berbeda dengan pendapat Jumhur ulama yang mengatakan bahwa ‘illat hukum
disamping diketahui melalui nas juga bisa diketahui melalui logika. Dalam hal ini,

5 Al-Nabhani, al-Shakhsiyyah al- Islamiyah, Vol. 3., 65
8 1bid., 398



172

menurut jumhur, cara-cara untuk mengetahui ‘illat (masalik al-’illat) antara lain
melalui nash (disebut dalam nash), ijma’, al-sibr wa al-tagsim, yaitu menguji
semua sifat yang diperkirakan sebagai ‘illat dan menguji satu persatu sehingga
ditemukan satu sifat yang layak untuk menjadi ‘illat. Selain itu juga bisa dicari
melalui munasabah (kecocokan antara sifat dengan hukum) dan Tangth al-Manat
(usaha menentukan ‘illat diantara sifat-sifat yang dijadikan sebagai manat hukum
jika disebut dalam nash atau ijma’). ’

Dalam kerangka ta’lil al-ahkam ini mayoritas ulama’ membedakan
hukum (syariah) antara ranah ibadah dan ranah muamalah. Dalam ranah ibadah,
hukum asalnya adalah ta’abbud dan berpatokan pada nash, sedang dalam
muamalah dan kebiasaan hukum asalnya adalah melihat kepada makna dan
magasid, sebagaimana kaidah:

CMalakl (39 ,dolilly bkl ) Yl 0gs dadl @blall 3 oY)

B aolilly ey Gt 1) eyl

“Hukum asal dalam ibadah adalah al-ta’abbud tanpa melihat makna dan
tujuan, sedang dalam muamalah, hukum asalnya melihat pada makna,
rahasia dan tujuan di baliknya”.

Pembagian ini ditolak oleh Hizbut Tahrir. Menurut mereka
permasal ahannya bukan pada muamalah-ibadah, tapi pada teks dan pemahaman
atas teks. Ketika membaca dan memahami teks tidak boleh ada pembedaan sikap
antara yang dianggap ibadah mahdah dengan adat atau muamalat, tetapi keduanya

harus tunduk kepadateks. Dalam hal ini a-Nabhani berkata:

" Lihat misalnya: al-Zuhayli, al-Wajiz, 75-83

8 Al-Shatibi, al-Muwafagat fT Usl al-Shar’ah, Vol. 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘IImiyah, t.t), 228;
al-Qardhawi, al-Siyasah al-Shar’iyyah fi Dhaw’ Nusds al-Shari’ah wa Magasidiha (Kairo:
Maktabah Wahbah, 1998), 272
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“Berdasar hal itu, sesungguhnya melihat kepada makna hanya pada nash
bukan pada hukum, baik hukum-hukum ibadah maupun hukum-hukum
muamalah. Nas itulah yang dilihat di dalamnya kepada makna bukan
hukum. Sedang hukum dilihat dari sisi kecocokan atau ketidak
cocokannya terhadap nas yang datang untuk menghukuminya. Dengan
demikian tidak ada tempat dalam hukum bagi penglihatan terhadap makna,

sebagaimana tidak ada tempat bagi penglihatan terhadap kemaslahatan
atau kemudharatan dalam menetapkan hukum.”

Disamping mempersempit ijma’ dan giyas, kriteria dalil menurut Hizbut

Tahrir di atas juga mengarahkan Hizbut Tahrir untuk menolak semua dalil yang

oleh sebagian ahli usul al-figh dijadikan dalil, seperti al-istikhsan, al-maslahah

al-mursalah, Sad al-dhari’ah dan lainnya. Dalam Hal ini a-Nabhani
mengatakan:

iy Blvall plaly adly O 2y saall 21 WY s ol

Mbs Ogdgstly 2Vl Jamr apeel L Lalis Loy g2l (3 sy adde s
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10 lalae b e ahd L5 i dg 0,0 sl el

Inilah empat dalil yang diakui, yaitu al-Kitab, al-Sunnah, Ijma’ sahabat

dan giyas yang illat-nya disebut dalam syara’. Sedang selain empat dalil

tersebut, yang oleh sebagian imam dan mujtahid dianggap sebagai dalil,

bukanlah dalil, karena hanya empat dalil tersebut yang ada dalil gat’i

atas pengakuannya sebagai dalil shar’i, serta tidak ada dalil gat’i atas
selainnya.

9 Al-Nabhani, al-Shakhsiyah, 396
10 Al-Nabhani, Shakhsiyah, 404
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Sumber hukum Islam menurut Hizbut Tahrir dapat diringkas dalam bagan
berikut:

al-Qur'an

ljma' Sahabat

Qiyas dengan illat
sumber hukum shar'iyah

Islam
tidak sahih/ditolak

maslahah Mursalah

sad al-dhariah

shar'u man gablana

Gambar 5.1:
Sumber Hukum Idam Vers Hizbut Tahrir

2. Kaidah al-1stishab dan al-Darar dalam pandangan Hizbut Tahrir
Hizbut Tahrir mengakui keberadaan kaidah al-Istishab dalam ijtihad.!
al-Istishab menurut para ulama’ adalah menghukumi eksistensi suatu perkara

pada waktu kedua berdasarkan eksistens perkara tersebut pada waktu

11 Sebagian ulama’ menamakannya istishab al-hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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sebelumnya. Atau ia adalah tetapnya suatu perkara pada saat ini berdasar
tetapnya perkara tersebut pada masa yang terdahulu.?

Al-Zarkashi menjelaskan al-Istishab ini dengan makna bahwa sesuatu
yang telah ditetapkan hukumnya pada masa lalu, pada dasarnya hukum
tersebut tetap berlaku pada masa sekarang dan akan datang, sampal ada hal
yang menghilangkan hokum tersebut. Barangsiapa yang mengakui hukum
yang berbeda dengan yang telah berlaku sebelumnya, orang tersebut harus
menjelaskan dan membuktikannya.™®

Hizbut Tahrir mengakui kaidah ini sebagai salah satu metode menentukan
hukum, namun bukan sebagai sumber hukum, melainkan kaidah shar’iyah,
yang bisa diberlakukan secara umum. Semua hal bisa dikembalikan pada
hukum asalnya selama tidak ada hal atau dalil yang mengubahnya. Bahkan al -
Nabhani menukil ucapan a-Qurtubi yang mengatakan bahwa penggunaan al-
Istishab ini lazim bagi semua orang, karena ini adalah dasar yang dibangun
atasnya kenabian dan syareat. Jika kita tidak berpendapat bahwa dalil-dalil
kenabian dan syareat masih tetap pada dasarnya adalah masih berlaku sampai
saat ini, tidak akan terealisas keyakinan hokum tersebut pada saat ini.
Berlakunya dalil-dalil kenabian dan syareat termasuk al-Istishab yang tidak
diperselisihkan oleh ulama’ dan tidak diragukan keberadaannya.

Dengan demikian a-Nabhani dan Hizbut Tahrir dalam hal ini sependapat

dengan ulama’ Hanabilah, Malikiyah, sebagian besar Shafi’iyah dan

12 Al-Nabhani, al-Shakhsiyah al-Islamiyah, Val. 3, 345

13 Al-Zarkashiy, al-Bahr al-Muhtt fT Usal al-Figh, Vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘llmiyah, 2007),
327

14 Al-Nabhani, al-Shakhsiyah al-1slamiyah, 453-456
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Zahiriyah. Mereka mengatakan bahwa al-Istishab adalah hujjah bagi mujtahid
jikadalam perkara tersebut tidak ada dalil secara spesifik.®

Hizbut Tahrir juga mengakui kaidah al-darar dalam menentukan hukum.
Kaidah ini menyatakan bahwa segadla sesuatu yang membahayakan atau
menyebabkan bahaya, baik bagi diri maupun orang lain adalah dilarang dan
harus dihilangkan. Pemakaian kaidah ini menurut Hizbut Tahrir diharuskan
pada sesuatu yang tidak ada dalil syar’i atas hukumnya. Jika terdapat dalil atas
kebolehan suatu perkara, kemudian perkara tersebut menyebabkan
kemudharatan pada seseorang, maka perkara tersebut tetap diperbolehkan dan
hanya dilarang pada orang tersebut.®
3. Pandangan Hizbut Tahrir Tentang al-‘Urf

Al-"urf secara bahasa adalah berarti segala sesuatu yang dianggap baik
dan jiwa terasa tenang kepadanya.l’ Sedang secara terminologi al-urf
adalah setiap sesuatu yang menjadi kebiasaan masyarakat dan berlaku atas
mereka, balk berupa perbuatan yang umum tersiar antara mereka maupun
ucapan yang secara umum mereka memutlakkan ucapan tersebut atas

makna khusus yang tidak dikenal secara bahasa dan orang lain yang

15 Dalam masalah hujjiyat a al-Istishab ini ulama’ berbeda pendapat dalam lima kelompok.
Pendapat pertama ia merupakan hujjah sebagaimana di atas. Pendapat kedua mengatakan bahwaia
bukan hujjah. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas Hanafiyah dan para mutakallimin.
Pendapat ketiga mengatakan bahwa al-Istishab adalah hujjah bagi mujtahid dalam perkara antara
dia dan Allah swt karena ia tidak dibebani kecuali sebatas kemampuannya. Pendapat ini dipilih
oleh a-Qadhi dalam kitab al-Taqrib. Pendapat keempat mengatakan bahwa al-Istishab bisa
digunakan untuk mempertahankan, bukan untuk menghapus. Pendapat ini dinukil dari ulama’
Hanafiyah. Pendapat kelima mengatakan bahwa al-Istishab hanya boleh digunakan untuk
mentarjih suatu hukum. Pendapat ini dinukil oleh Abl Ishaq dari al-Shafi’i. Lihat al-Zarkashi, al-
Bahr al-Muhtt, 327-329

16 Al-Nabhani, al-Shakhsiyah al-Islamiyah, 459-460

7 1bn Mandhur, Lisan al-‘Arab, Vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-“IImiah, 2005), 639



177

mendengar ucapan tersebut tidak secara otomatis memahaminya
sebagai mana maksud dari ucapan tersebut.®

Sebagaimana dijelaskan di depan bahwa dalil yang dipakai oleh
Hizbut Tahrir adalah empat dan secara tegas menolak penggunaan dalil selain
itu, termasuk al-‘urf. Menurut Hizbut Tahrir menjadikan al-*urf sebagai salah
satu dalil shar’i ataupun kaidah syariah adalah sebuah kesalahan. Dalam hal
ini mereka membantah para ahli usul al-figh yang menjadikan al-‘urf sebagai
dalil dalam beberapa poin berikut:

Pertama, bahwa ayat yang dijadikan dasar dalam penggunaan al-‘urf,

yaitu firman Allah swt:

©0<soJe ¢ 1N AR Y wa I FOD>D
GITORK VO RO @0 Qe @ ORD MW@ o N
&V RENOOMEa Je

Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang

maruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.(QS:
al-A’raf(7): 199) ¥

Ayat ini menurut Hizbut Tahrir bukanlah dalil untuk mempergunakan al-‘urf,
tetapi perintah untuk memaafkan, mempermudah dan meringankan perintah.
Sedangkan hadis yang dijadikan dasar pemakaian al-‘urf, yaitu hadis yang
diriwayatkan oleh al-Hakim dalam al-Mustadrak dan al-Dhahabi dalam al-

Talkhrs:

20($A.X.S‘ 9 V_(L;-\ a\j))w} A.Jm e j.@_ﬁ [EE QM‘ OB Le JL; JM gj"‘ U’;

18 Wahbah Zuhayli, al-Wajiz, 97

19 Departemen AgamaRi, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 140

20 K ebanyakan ahli hadis mengatakan bahwa hadis ini mawqaf pada Ibn Mas’ud, namun ada yang
meriwayatkan marfd’ kepada Rasulullah Saw. Lihat misalnya
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Apa yang dianggap baik oleh orang-orang muslim, maka ha itu
baik menurut Allah swt

Menurut al-Nabhani ungkapan di atas bukanlah hadis tetapi ucapan Ibn
Mas’ud, sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Disamping itu isinyatidak terkait
sama sekali dengan al-‘urf, karena teks tersebut mengatakan setiap apa yang
dianggap baik, bukan setiap kebiasaan.

Kedua, bahwasanya al-‘urf, yaitu perbuatan yang berulang-ulang harus
sgjalan dengan syariat agar perbuatan manusia sesual dengan hukum Allah
swt, baik perbuatan individu maupun kelompok masyarakat, sebagaimana
perbuatan yang tidak berulang-ulang. Hal ini karena perbuatan setiap muslim
wajib sejalan dengan perintah Allah, sehingga syara’ harus berkuasa atas adat
kebiasaan, dan sebaliknya adat kebiasaan tidak boleh menjadi dalil atas
keabsahan atau ketidak absahan suatu perbuatan. Dasar dari keabsahan
hanyalah syara’, sehingga tidak boleh menganggap al-‘urf sebagai dalil shar’l
maupun kaidah shar’iyah.

Ketiga, kebiasaan terkadang sesuai dengan syara’ dan terkadang tidak
sesuai. Syariat datang untuk menghilangkan atau merubah setiap kebiasaan
yang rusak, sedang kebiasaan yang sesuai dengan syara’ maka dasarnya
adalah dalil shar’i bukan kebiasaan tersebut.

Keempat, bahwasanya kebiasaan ada yang baik dan ada yang buruk,
lalu apakah yang bisa membedakan antara yang baik dan buruk adalah akal

ataukah syara’?. Akal tidak bisa dijadikan standar untuk menilai baik dan

http://www.ahlal hdeeth.com/vb/showthread. php?t=20378;
http://library.islamweb.net/hadith/display _hbook.php?bk_no=1849& pid=910103& hid=914.
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buruk karena akal terbatas dan terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang
melingkupinya. Jika penilaian adat kebiasaan yang bailk dan yang buruk
diserahkan kepada akal, tentu akan membuat kekacauan hukum Allah,
sehingga hukum syara’lah satu-satunya standar kebiasaan yang baik dan yang
buruk. Dari sini maka pengakuan terhadap suatu adat kebiasaan tergantung
kepada adanya teks syariah dalam kejadian tersebut sehingga dalilnya adalah
teks tersebut, dan bukan al-‘urf.?

Di sis yang lain a-Nabhani menegaskan bahwa al-taqdirat
(ketentuan-ketentuan) seperti harga, nafkah, mahar sepadan, upah sepadan,
dan lain-lain tidak bisa dikategorikan sebagai al-‘urf, karena ia bukanlah adat
kebiasaan manusia, melainkan ketentuan yang ditentukan oleh pasar dan
kondiss yang melingkupi masyarakat.,, bukan akibat dari pengulangan
masyarakat terhadapnya, sebagaimana bukan akibat penamaan masyarakat
atasnya. Namun ia adalah ketetapan yang diakibatkan oleh kondisi di luar
masyarakat yang datang sehingga masyarakat memperkirakan nilainya
berdasarkan kondisi tersebut. Oleh karena itu perkiraan nilai dan nominalnya
ditentukan oleh para pakar, bukan oleh masyarakat umum.?

4. Pandangan Hizbut Tahrir Tentang Konsep Maslahah Mursalah dan
Magasid al-shari’ah
Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan dalam

nash a-Qur’an dan Hadis bahwa kemaslahatan tersebut dipakai atau tidak dipakai

21 Al-Nabhani, al-Shakhsiyah, Vol. 3, 467-471
2 |bid., 463
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oleh syariah.?® Dalam nash banyak disebutkan kemaslahatan yang dipergunakan
dan dipaka oleh syariah, seperti kemaslahatan hukum gisas dalam QS: 2: 178-
179, bolehnya menggasar salat dan tidak berpuasa ketika bepergian karena
menghilangkan mashaggah (keberatan). Disamping itu juga ada yang secara jelas
diterangkan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dipakai atau diabaikan oleh
syariah. Misalnya kemaslahatan yang ada pada khamr yang tidak dipaka oleh
syariah dalam QS:2:219, karena ternyata Islam mengharamkan khamr walaupun
di dalamnya terdapat maslahat. Kemaslahatan yang ada dalam nash dan dipakai
oleh syariah disebut maslahah mu’tabarah, sedang maslahat yang tidak terpakai
dinamakan maslahah mulgha.

Jika sesuatu dapat mendatangkan manfaat dan menghindarkan bahaya
maka sesuatu tersebut akan diperkenankan oleh syariat Islam. Tentu sga
metode maslahah mursalah ini akan dipergunakan manakala sesuatu peristiwa
tidak ada sandaran hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah maupun tidak
dimungkinkan dengan prinsip giyas. Metode ini sering pula disebut dengan
istislah (mencari maslahah). Maslahah mursalah ini dijadikan sumber hukum
oleh madzhab Maliki, Hanafi dan Hambali. Sedang madzhab Shafi’i, Shi’ah dan
Zahiriyah menolaknya sebagai sumber hukum

Hizbut Tahrir dalam ha ini termasuk kelompok yang menolak
penggunaan al-maslahah al-mursalah sebagai dalil hukum. Menurutnya
penggunaan al-maslahah al-mursalah sebagai dalil hukum adalah bathil dengan

alasan sebagal berikut:

2 Lihat misalnya: Al-Ghazali, al-Mustasfa, 174
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a. la bertentangan dengan definisi hukum shar’i. Hukum syara’ adalah
khitab al-shari’ (keputusan pembuat syariat, yaitu Allah). Segala
sesuatu yang dihukumi berdasar dengan kemaslahatan yang tidak ada
dalam al-Qur’an maupun hadis tidak bisa disebut hukum syara’, karena
tidak termasuk khitab al-shari’, sehingga berdalil dengan kemaslahatan
yang tidak ada nasnya hukumnya adal ah batil.

b. Firman Allah swt:

5656 ais (S1E Ly g g )l WSGI Lig
Dan apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah dan apa
yang dilarang olehnya maka berhenti/jauhilah. (QS. Al-
Hashr (59): 7) **
Mafhim al-mukhalafah dari ayat ini menyatakan bahwa kita dilarang
mengambil segala sesuatu yang bukan dari Rasulullah saw. Maslahat
datangnya bukan dari Rasulullah saw melainkan dari aka semata,
sehingga harus ditol ak.

c. Menjadikan kemaslahatan sebagal dalil dalam pembuatan hukum
berarti berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasul-Nya. la
bukan berhukum dengan wahyu tetapi dengan akal, dan ia juga
merupakan aktivitas mengikuti selain wahyu, yaitu akal, dan
bertentangan dengan nas yang mewgjibkan kita berhukum hanya

dengan hukum Allah dan Rasul-Nya. Misalnya firman Allah:

24 Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, 436
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Dan barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan
Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. (QS: al-Maidah ((5):
44). %

d. Kita diperintankan hanya mengikuti Rasulullah saw sebagaimana
firman-Nya:

*)AREN D PHE€ETCEA  HRO I8
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Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah,

ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni
dosa-dosamu.” QS: Ali Imran (3): 31 %

Sedang semua yang dibawa Rasul adalah wahyu sebagaimana dalam
firman-Nya:

OO0 =c 3 &IOR CHNDCE0 o 4860
P@eOe0 +NO 6022 )N R
@ g ROARG

Dan Tiada ah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan

hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang

diwahyukan (kepadanya)”(QS: a-Najm (53): 3-4).%’

Dengan demikian perintah untuk mengikuti Rasul berarti perintah
untuk mengikuti wahyu dan berarti juga larangan untuk mengikuti
selain wahyu. al-Maslahah al-mursalah bukan wahyu sehingga kita
dilarang untuk mengikutinya.

e. Penggunaan kemaslahatan yang berdasar akal sebagai dalil
bertentangan dengan ayat yang mengatakan bahwa agama telah

disempurnakan, sebagaimana firman-Nya:

1bid., 91
% 1bid., 42
27bid., 420
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“pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan
telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai
Islam itu Jadi agama bagimu”. (QS: a-Maidah (5): 3) %

Menjadikan al-maslahah al-mursalah yang berdasarkan akal sebagai
dalil menunjukkan bahwa agama belum sempurna. Buktinya masih ada
amal perbuatan yang tidak bisa ditunjuk melalui dalil shar’i kemudian
datang akal untuk menyempurnakannya dengan kemaslahatan. Hal ini
tentu bertentangan dengan ayat di atas.

f. al-Maslahah al-mursalah yang dijadikan dalil tersebut disyaratkan
tidak ada nash yang menyebutkannya. Syarat ini membuktikan
bahwa al-maslahah al-mursalah bukan dalil shar’i tapi dalil akal.?®

Penolakan Hizbut Tahrir terhadap al-maslahah al-mursalah
sebagai sumber hukum merupakan pangkal dari penolakannya terhadap
magasid al-shari’ah® dalam istinbat hukum. Hal ini karena pemakaian
al-maslahah al-mursalah oleh para ahli usal al-figh klasik merupakan
asal dari penggunaan magasid al-shari’ah oleh para ulama pada masa-

masa berikutnya. Mereka yang memakai al-maslahah al-mursalah

2 1bid., 85

2 Al-Nabhani, al-Shakhsiyah, 440-442

%0 Secara terminologi, magasid al-Shar”’ah dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang
dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah swt) dibalik
pembuatan Syareat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama’ mujtahid dari teks-teks Syariah.
Lihat Ibn Zughaybah ‘Iz al-Din, al- Magasid al-‘Amah li al- Shari’ah al-Islamiyah (Kairo: Dar
al-Safwah, 1996), 37-38; al-‘Alim, al- Magasid al-‘Amah, 19-20; Jasser Auda, Figh al- Magasid
Inatat al-Ahkam bi Magasidiha, (Herndon: 11T, 2007), 15
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sebagai sumber hukum mengatakan bahwa Allah swt membuat syariat
untuk kemaslahatan manusia, dan hukum muamalah berputar sesuai
dengan keberadaan maslahah di dalamnya.

Hizbut Tahrir menolak pemakaian magasid al-shari’ah dalam
penentuan hukum Islam. Dalam hal ini mereka mengakui keberadaan
magasid al-shari’ah, namun ia masuk dalam ranah al-‘aqidah
(keyakinan), bukan dalam bidang usdl al-figh. Masuknya konsep
magasid al-shari’ah dalam ranah al-‘agidah bermakna ia adalah ikhbar
atau pemberitahuan dari Allah swt yang harus diyakini oleh umat Islam
bahwa Allah swt mempunyai tujuan dalam perbuatan dan pembuatan
hukum.3

Hizbut Tahrir memaknai magasid al-shari’ah sebaga natijah
(hasil) yang akan terealisasi dari hukum-hukum syariah. Maqgasid al-
shari’ah bukanlah pendorong, motif (al-ba’ith) maupun sebab yang
hukum-hukum syariah ditetapkan untuk merealisasikannya. Allah swt
berfirman:

CO6POR0O -+ NO &O0OOcHRIRAGOL] Lo 860
&>V OREC A DoHY erwe

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi semesta alam. (QS: al-Anbiya’ (21): 107).32

Ayat ini oleh Hizbut Tahrir dimaknai bahwa Allah swt memberi
tahu kita bahwa hasil dari pengutusan Rasul adalah rahmat bagi Alam,

bukan rahmat tersebut sebagai pendorong maupun sebab bagi-Nya untuk

31 Al-Nabhani, al-Shakhisyah Vol. 3, 379-380
32 Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, 264
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mengutus Rasul. Begitu juga bahwa syariat dibuat untuk kemaslahatan

manusia, yaitu dar’ al-mafasid wa jalb al-masalih (menolak kerusakan

dan menarik kemaslahatan). Maknanya bahwa hasil yang akan terealisasi

dari syariah adalah menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan, bukan

berarti

menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan merupakan

pendorong dalam pembuatan syariat. 3

22 Flall Clo o antll e 5 G dnll OF an g

) ey Jlempid 3 pladl L) Oug ) degid) dns Lagd

s s aal e s
“Ini artinya bahwa natijah (hasil) yang teredlisasi atas syariah
adalah menarik kemaslahatan dan menolak kemudharatan,
keduanya bukan pendorong atau penyebab atas pembuatan syariah.
Keduanya adalah hasil yang dituju oleh Syari’ dari pembuatan
syariah, bukan sebab yang karenanya syariah dibuat™.

Dengan pemahaman makna maqgasid al-shari’ah sebagaimana di

atas, Hizbut Tahrir berpandangan bahwa tujuan dari pembuatan syareat

tersebut bisa terealisasi dan bisa juga tidak terealisasi. Dalam hal ini al-

Nabhani mengatakan:

onTﬁ,@b@T,b@fﬁwW&‘mdfwﬁ
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33 Al-Nabhani, al-Shakhsiyyah al- Islamiyah, 365

3 1bid., 381
% 1bid., 370
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“Pemberitahuan Allah tentang tujuan pentasyrean maknanya bukan
berarti tujuan tersebut harus terealisasi. Namun tujuan tersebut bisa
teredlisasi dan bisa juga tidak teredlisasi. Ketika Allah swt
menjelaskan hikmah dari tasyri’ hukum tidak berarti bahwa
maksud Allah dalam hukum tersebut terealisasi, namun maknanya
hanyalah bahwa tujuan dari hukum tersebut akan menghasilkan hal
ini atau itu, bukan maknanya harus menghasilkan hal ini atau itu.”
Al-Nabhani mencontohkan bahwa Allah memerintahkan sholat
untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar, namun realitasnya tidak
semua orang yang melakukan sholat terhindar dari perbuatan keji dan
munkar. Begitu juga Allah memerintahkan ibadah haji agar mereka bisa
melihat manfaat-manfaat bagi mereka, namun realitanya jutaan orang
berhgji, banyak sekali yang tidak bisa melihat atau mendapatkan manfaat
baginya.®
Hizbut Tahrir memaknai Magasid al-shari’ah sebagai hikmah
bukan “illat, sehingga tak ada sesuatupun yang bisa digiyaskan kepadanya
atau digiyaskan kepada makna dan nilai yang terkandung di dalamnya.
Tujuan setigp hukum juz’i hanya khusus berlaku atas hukum tersebut,
tidak bisa diberlakukan kepada selainnya. Dalam hal ini al-Nabhani
mengatakan:
o S lenis e s Cp @AY e sl 0B
é&w@,Yjwuﬂ@‘}I&ﬂj,uﬁuﬁWjﬁ&y\oM
Ly jolhas Vy oS ST 3 Aol 2y Ll el G Gl
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% 1bid., 371
371bid., 371
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Sesungguhnya tujuan-tujuan Allah dari hukum-hukum yang
dijelaskan tujuan pentasyriannya adalah hikmah-hikmah Allah dari
hukum-hukum tersebut, bukan ‘illat baginya, dan karena itu tak
ada sesuatupun yang bisa digiyaskan kepadanya atau digiyaskan
kepada makna dan nilai yang terkandung di dalamnya. Tujuan
tersebut hanya khusus bagi setigp hukum yang dijelaskan
tujuannya tersebut, tidak melebar kepada selainnya. Tujuan
tersebut terkadang terealisasi dan terkadang tidak teredlisasi, serta
tidak ada hubungannya dengan ‘illat-‘illat shar’iyah dan giyas,
tetapi tujuan tersebut adalah hikmah Allah dari hukum”.

Hizbut Tahrir mensyaratkan magasid al-shari’ah harus berdasar

atas nash (teks) baik al-Qur’an maupun hadis, baik secara lafadz dan

makna sekaligus, maupun secara makna dan diperkuat oleh Rasulullah

saw. Jika tidak terdapat nash yang menunjukkannya maka tidak boleh

dikatakan sebagai magasid al-shari’ah. al-Nabhani mengatakan:
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Diantara yang wajib diketahui, bahwa hikmah Allah dari hukum
adalah tujuan Allah dari pensyariatan, dan hal itu harus dijelaskan
oleh Allah sendiri sehingga diketahui tujuan-Nya. Artinya bahwa

tujuan-tujuan syariah (maqasid al-shari’ah), baik magasid syariah
secara global maupun maqasid tiap hukum juz’i, tidak dianggap

% |bid., 371-372
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sebagal tujuan-tujuan yang syar’i (magasid al-shari’ah) sampai ia
dibawa oleh wahyu dari Allah, baik secara |lafadz dan makna (al-
Qur’an) ataupun secara makna saja sedang lafadznya dari
Rasulullah saw. Jika tidak ada nash dari wahyu yang membawa
tujuan-tujuan tersebut, maka tujuan itu tidak bisa dianggap sebagai
magasid al-shari’ah, karena makna keberadaannya sebagai tujuan
dan hikmah Allah dari hukum atau dari Syariah adalah bahwasanya
Dia (Allah) yang menghendaki dan menentukannya, dan mustahil
secara akal dan secara syar’i kita mengetahui hikmah Allah
tersebut kecuali jika Allah menampakkan dan memberitahukannya
secara tekstual melalui wahyu”.

Dengan demikian konsep magasid al-shari’ah  yang
dikembangkan oleh al-Nabhani dan diikuti oleh para pengikutnya, yaitu
aktivis Hizbut Tahrir, tidak terlepas dari pemahaman literer dan tekstual
terhadap nash. Konsepnya tentang maqasid al-shari’ah tidak berfungsi
sebagai instrumen penetapan hukum Islam terhadap realitas-realitas baru
namun hanya bersifat ikhbar (pemberitahuan) yang tidak bisa digunakan
kepada selain teks tempat magasid al-shari’ah tersebut tertulis. Magasid
al-sharr’ah dalam arti demikian adalah mandul, tidak bisa melahirkan
hukum selain yang ada dalam teks. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa
walaupun Hizbut Tahrir mengakui magasid al-shari’ah namun faktanya
tidak mengakui konsep tersebut dalam pengambilan hukum Islam.

Metode ijtihad dan dalil yang dipergunakan oleh Hizbut Tahrir
sebagaimana di atas sangat berpengaruh terhadap pemikiran tentang upah,
terutama penolakannya tentang al-‘urf, al-maslahah dan al-magasid al-
shartah. Penolakan terhadap al-‘urf mempengaruhi pemikiran tentang ajr
al-mithl (upah sepadan). Menurut Hizbut Tahrir upah sepadan tidak bisa

ditentukan melalui al-‘urf (kebiasaan masyarakat), tetapi ditentukan oleh
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pakar yang ahli dibidang penentuan upah. Sedang penolakan terhadap
konsep al-maslahah dan al-maqgasid al-shariah sangat berpengaruh
terhadap pemikiran tentang teori penetapan upah dan ketidakbolehan
penetapan upah oleh pemerintah.

Mashlahat sebagai salah satu model pendekatan dalam ijtihad
menjadi sangat vital dalam pengembangan sistem politik ekonomi Islam
kontemporer. Mashlahat adalah tujuan yang ingin diwujudkan oleh
syariat. Kemashlahatan merupakan esensi dari  kebijakan-kebijakan
syariah (al-siyasah al-shar‘iyyah) dalam merespon dinamika sosial,
politik, dan ekonomi. Al-Maslahah a-‘ammah (kemaslahatan umum)
merupakan landasan muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara
syar’i, bukan semata-mata profit motive dan material rentability

sebagai mana dalam ekonomi konvensional. %

B. Posisi Metode |jtihad Hizbut Tahrir dalam Kajian Hukum Islam

Metode ijtihad hukum Hizbut Tahrir sebagaimana dipaparkan di atas
terlihat dominasi teks, dan menolak beberapa dalil yang oleh jumhur ulama’
dianggap sebagai dalil. Secara umum metode ijtihad Hizbut Tahrirteringkas dalam
pembatasan ijma’ hanya pada ijma’ sahabat, pembatasan penggunaan giyas hanya
pada teks yang ada illatnya, penolakan terhadap konsep al-‘urf, maslahah dan

magasid al-shari’ah.

® Agustianto, Urgensi Maslahah dalam Ijtihad Ekonomi, dalam
http://www.igtishadconsulting.com/?p=109 diakses pada 20 September 2014
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Pendapat Hizbut Tahrir tentang sumber hukum yang hanya mengakui
ijma’ sahabat berbeda dengan Jumhur ulama. Mayoritas ulama’ mengatakan
bahwa ijma’ para ahli ijtihad sepanjang masa adalah hujjah. Mereka
mendefiniskkan ijma’ sebagai kesepakatan para mujtahid diantara umat
Muhammad saw setelah wafatnya beliau dalam satu masa tertentu dalam hukum
shar’i.*’ Mayoritas ahli figh mengatakan bahwa ijma’ adalah hujjah, bahkan
kehujjahannya adalah gat’i jika dinukil secara mutawatir. Orang Yyang
menyimpang dari ijma’ tersebut adalah kafir, sesat atau ahli bid’ah. Sedang jika
penukilannya tidak mutawatir atau berupa ijma’ sukati *, maka kehujjahannya
bersifat zanni.

Kehujjahan ijma’ ini menurut jumhur berdasarkan pada firman Allah swit:
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“Dan Barangsiagpa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran
baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin,
Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainyaitu dan
Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk
tempat kembali”. (QS: al-Nisa’ (4): 115) %2

Ayat ini bermakna bahwa Allah swt menjadikan orang yang mengikuti

jalan selain orang-orang mukmin sebagai orang yang menentang Rasul-Nya

4 Lihat misalnya: al-Zuhayli, al-Wajiz, 46

41 |jma’ sukati adalah ijma’ yang terealisasi dengan salah seorang mujtahid atau lebih memaparkan
pendapatnya dihadapan halayak kemudian tidak ada seorangpun dari mujtahid lainnya yang
membantah atau menunjukkan pendapat yang berbeda dengan pendapat yang dipaparkan tersebut.
42 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 77
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karena kesamaan balasan yang ditimpakan kepada keduanya. Karena itu jika
menentang Rasul adalah haram maka begitu juga haram untuk mengikuti selain
jalan orang-orang mukmin. Jika mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin
adalah haram, maka wajib hukumnya mengikuti jalan orang-orang mukmin, dan
ini mengharuskan penerimaan ijma’ sebagai hujjah, karenajaan seseorang berarti
pilihannya baik perkataan, perbuatan maupun keyakinan.

Kehujjahan ijma’ juga berdasarkan hadis-hadis nabi saw yang berbicara
tentang keterjagaan umat Islam dari kesalahan dan kewgiban komitmen dengan
jamaah. Hal ini karena sesuatu yang disepakati oleh para mujtahid adalah hukum
umat, dan mereka adal ah representasi umat. Hadis-hadis nabi saw yang berbicara
dalam hal ini sangat banyak, diantaranya adalah:

U"‘j Jjb yT o\j)) A L;gﬁf CAJ; Y JG VJWI-’ 4.:)& Aﬁ)‘ &aﬂ L.SJ‘ F Sy
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Diriwayatkan dari Nabi saw bersabda: “Umatku tidak akan bersepakat
dalam kesalahan”.(HR. Abu Dawud dan Ibn Magjah).

Pemikiran Hizbut Tahrir yang mempersempit giyas berbeda dengan
mayoritas ahli figh yang memperluas giyas dan ta’lil al-ahkam, dengan
memakai ‘illat yang berdasar akal.** Oleh karena itu Hizbut Tahrir termasuk

termasuk kelompok ulama’ yang mempersempit ruang giyas dan menolak ‘illat

43 Hadis ini dikeluarkan oleh Aba Dawid dalam Kitab al-Fitan wa al-Malahim hadis nomor 4253
dan dikeluarkan oleh Ibn Majah hadis nomor 3950. Lihat: Abl Dawid, Sunan Abi Dawid, Val. 4,
76-77; Ibn Majah, Sunan Ibn Majah Val. 2, 478;
http://www.ahlal hdeeth.com/vb/showthread.php?t=125021

4 Jumhur ulama mengatakan bahwa cara untuk mengetahui “illat tidak hanya melalui nas (disebut
dalam nas), namun juga bisa melalui ijma’, al-Sibr wa al-tagqsim yaitu menguji semua sifat yang
diperkirakan sebagai illat dan menguji satu persatu sehingga ditemukan satu sifat yang layak untuk
menjadi ‘illat, dan juga bisa dicari melalui munasabah (kecocokan antara sifat dengan hukum) dan
Tangth al-Manat (usaha menentukan ‘illat diantara sifat-sifat yang dijadikan sebagai manat
hukum jika disebut dalam nas atau ijma’). Lihat misalnya: Wahbah al-Zuhayli, al-Wajiz 75-83
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yang berdasar akal dan logika, sehingga mereka tidak lepas dari teks dan tidak
melakukan giyas kecuali yang illat-nya ditetapkan dalam teks. Pendapat ini
dekat dengan pendapat Dawud dan Ibn Hazm al-Zahiri beserta pengikut mereka
yang dikenal dengan madzhab al-Zahiri. Mereka menolak untuk mengaitkan
hukum dan teks-teks syariah dengan ‘illat serta mengajak untuk mengamalkan
teks semata tanpa mencari ‘illat hukum, sehingga hukumnya tidak bisa
diberlakukan pada selain obyek dari teks tersebut. Dengan demikian mereka
adalah kelompok yang menolak giyas sebagai salah satu sumber hukum. 4

Jelas bahwa konsep Hizbut Tahrir tentang gqiyas mempersempit fungsi dan
peran giyas dalam istinbat hukum. Ketika seorang mujtahid dihadapkan pada
masalah baru, maka ia akan mencari dalil yang ada kesamaannya untuk dipakai
dasar pemberian hukum. Kalau giyas hanya berlaku pada ‘illat yang disebutkan
oleh nash, akan sangat terbuka bagi mujtahid untuk menghindar dari giyas dan
beraih ke ijtihad akal, karena sangat terbatas sekali masalah yang bisa dijawab
dengan giyas menurut Hizbut Tahrir ini.*

Penolakan Hizbut Tahrir terhadap konsep al-‘urf dalam istinbat hukum
juga berbeda dengan jumhur ulama’. Memang dalam kajian usul al-figh, para
ulama berbeda pendapat tentang penggunaan al-‘urf sebaga dalil. Namun
demikian, al-‘urf sebagal kaidah shar’iyah merupakan ha yang tidak diragukan
lagi keberadaannya oleh jumhur ulama’. Mayoritas ahli Usul al-figh menganggap
al-‘urf sebagal salah satu pedoman yang digunakan dalam menentukan hukum,

walaupun tidak menyebutkannya sebagai salah satu dalil ataupun tidak

% Yusuf Hamid al-‘Alim, al- Magasid al-‘Amah li al- SharT’ah al-Islamiyah, (Kairo: Dar al-
Hadith, t.t), 126
4 Hadi Sucipto, Rekontruksi Konsep Qiyas, 153-154
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menyinggungnya, karena kebanyakan mereka berpendapat tentang bolehnya
men-takhsis dengan adat kebiasaan. Jika terjadi perbedaan antara mereka,
perbedaan tersebut hanyalah pada sebagian jenis adat tersebut. Sebagian mereka
tidak membolehkan takhsis dengan adat kebiasaan yang berupa perbuatan,
mereka hanya membol ehkannya pada adat yang berupa ucapan.*’

Sedang Jalal al-Din al-Suyuti mengatakan bahwa permasalahan figh yang
penyel esaiannya menggunakan kaidah adat dan al-“urf sangat banyak hingga tidak
terhitung. Diantaranya tentang umur dan waktu haid, baligh, pekerjaan pekerja,
keterlambatan yang tidak diterimanya pengembalian barang jual beli karena cacat,
puasa pada hari yang diragukan apakah masuk Ramadan atau belum bagi orang
yang punya kebiasaan berpuasa, dan lain sebagainya. Lebih lanjut al-Suyuti

menukil kaidah yang dibangun oleh para fugaha’:
.48JJA\Q1@@ﬁ&U\QYj«gdbuvjwb@uwwuu}f

Setiap sesuatu yang datang dalam syara’ secara mutlaq (tidak ada

ketentuan), tidak ada batasannya dalam syara’ maupun dalam bahasa,

maka ketentuannya dikembalikan kepada al-urf.

Al-‘urf merupakan salah satu kaidah syariah yang penting dalam politik
Islam, termasuk di dalamnya politik ekonomi Islam. Dengan al-‘urf dapat diatur
urusan-urusan hidup manusia bermasyarakat dan bernegara yang tidak ada
nashnya, sebab nash hanya datang dengan kaidah umum yang dijadikan pangkal

tolak oleh ulama dalam mengetahui hukum hal-hal dan peristiwa-peristiwa baru.

Kondis manusia dan zaman berubah dan berganti-ganti sesuai dengan kebiasaan

47 Abu ’Ajtlah, al-’Urf wa Atharuh, 183-184
48 Jalal al-D1n al-Suydti, al-Ashbah wa al-Nadza“ir, 182-197
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dan perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan. Karena itu termasuk kaidah
yang terkenal diantara ahli figh adalah:
9 ¥ e KAl e S0 Y

Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman

Kaidah ini maknanya bahwa hukum-hukum yang bisa berubah seiring
dengan perubahan zaman adalah hukum-hukum yang bersandar atas al-‘urf dan
kebiasaan. Perubahan zaman membawa perubahan kebutuhan hidup manusia,
dan berdasar pada perubahan ini, maka berubah pula adat dan kebiasaan mereka.
Perubahan adat kebiasaan ini yang kemudian menjadikan hukum yang bersandar
atasnya ikut berubah.*

Para fugaha membagi adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat
menjadi dua, yaitu: Pertama, adat kebiasaan yang secara tegas nash-nash
syariah mensikapinya, baik menetapkan (mewajibkan, mensunahkan dan
membolehkan) atau menafikannya (melarang atau membencinya). Adat
kebiasaan ini tidak bisa dijadikan sumber hukum, karena yang dijadikan patokan
dan sumber hukum adalah nash-nash syari’ah, baik al-Qur’an dan Sunnah
maupun berdasar 1Ijma’ dan giyas. Oleh karena itu tidak boleh beralasan bahwa
sesuatu perbuatan telah menjadi adat kebiasaan masyarakat kemudian
menghukumi boleh perbuatan tersebut, padaha syariah telah melarangnya.
Seperti ketika suatu masyarakat tertentu terbiasa minum minuman keras tidak

boleh dihukumi halal karena nas a-Qur’an telah jelas mengharamkannya.

4 Abd Karim Zaydan, al-Wajiz T al-Qawa’id al-Fighiyah (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2003),
104

%0 Abd Karim Umar al-Shigagi al-‘Ani, al-Dawabit al-Usaliyah li al-ljtihad fT al-Siyasah al-
Shar’iyah (Beirut: Dar al-Kutub a-‘llmiyah, 2013), 214
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Kedua, adat kebiasaan yang tidak ada ketetapan syariah atasnya. Adat inilah
yang bisa dijadikan sumber hukum dengan syarat tidak bertentangan dengan
sumber hukum yang lebih tinggi.>!

Para ahli figh telah meletakkan beberapa syarat yang diambil dari nash-nash
syari’ah untuk al-’urf agar dapat dijadikan sumber hukum dan ditergpkan daam
kehidupan sehari-hari. Sebdiknya jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka ia
menjadi adat kebiasaan yang rusek (al-’urf al-fasid ) dan tidak boleh dijadikan
sumber hukum dan diterapkan.

Syarat-syarat tersebut adalah: Pertama, adat kebiasaan tersebut harus berlaku
secara terus menerus dan bersfat umum (mayoritas masyarakat mengakuinya).
Kedua, adat kebiasaan tersebut sudah ada dan masih berlaku pada saat perbuatan
yang berkaitan dengan hukum syariah dilakukan. Misalnya akad yang merujuk pada
adat, pada saat akad tersebut dilakukan adat tersebut sudah berlaku dan mash
berlaku. Ketiga, tidak ada perkataan yang jelas untuk berbeda dari adat. Jka ada
perkataan yang jelas dari dua orang yang bertransaks untuk tidak memaka standar
kebiasaan masyarakat, maka kebiasaan tersebut tidak bisa diberlakukan pada
transaks tersebut, karena adat kebiassan dijadikan sumber hukum pada suatu
kgadian aau transsks karena beranggapan bahwa kedua belah pihak yang
meakukan aau bertransaks mengetahui dan meridhal adat kebiasaan tersebuit.
Keempat, berlakunya adat kebiasaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan nas
syariah.?

Jumhur ulama“ tidak hanya sekedar memakai al-urf ini dalam penetapan

51 Yusuf Hamid, al-Magasid al-‘Ammah, 175-176
52 Abl Ajtlah, al-’Urf wa Atharuh, 204-211
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hukum, tetapi lebih jauh mereka menganggap penting bagi ahli ijtihad untuk
menjadikan al-urf sebagai salah satu instrumen penetapan hukum dan fatwa. 1bn
Qayyim al-Jawzi misalnya secara tegas mengatakan:

Barangsiapa berfatwa kepada manusia dengan semata-mata berdasarkan
apa yang tertulis dalam kitab (buku) padahal terdapat perbedaan dalam
adat kebiasaan, waktu, tempat, dan kondisi mereka, maka orang tersebut
telah sesat dan menyesatkan. Kesalahannya terhadap agama lebih besar
dari kesalahan orang yang mengobati semua orang dengan semata-mata
berdasarkan apa yang tertulis dalam buku kedokteran, padahal terdapat
perbedaan daerah, kebiasaan, waktu dan kondisi mereka. Bahkan dokter
dan mufti yang bodoh itu lebih berbahaya bagi agama dan badan
manusia.>®

Dalam masalah maqgasid al-shari’ah, pendapat Hizbut Tahrir adalah
mengakui keberadaan magasid al-shari’ah namun menolak penggunaannya
dalam istinbat hukum. Dalam kagian hukum Islam, pemakaian magasid al-
shari’ah dalam penentuan hukum adalah ijtihady, karena itu ia merupakan
masalah khilafiyah. Secara garis besar, diantara para ulama terdapat dua
kelompok.

Pendapat pertama adalah mereka yang menolak penggunaan magasid al-
Shari’ah dalam ijtihad istinbat hukum, seperti 1bn Hazm dan Dawud al-Zahiri.
Sedang pendapat kedua adalah para ulama yang menjadikan magasid al-
Shari’ah sebagal salah satu unsur penting dalam ijtihad. Dalam perkembangan
kontemporer, diantara mereka yang menggunakan maqgasid al-Shari’ah ada
yang mengedepankan magasid al-SharT’ah dari pada teks-teks gat’i dan ada
yang tetap mengedepankan teks dari magasid al-Shari’ah. Karenaitulah, Y usuf

a-Qardawi mengelompokkan umat Islam saat ini dari sisi pembacaan teks

%3 1bn Qayyim al-Jawzi, I’lam al-Muwagi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, vol 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘ilmiyah, 1991), 78
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dalam naungan magasid al-Shari’ah secara umum ke dalam tiga kelompok
besar.

Pertama, kelompok literalis-tekstualis yang oleh a-Qardawi disebut
dengan kelompok Zahiriyah kontemporer (al-Zahiriyah al-judud), yaitu mereka
yang membaca teks-teks juz’i (parsial) secara tekstual yang berpegang teguh
pada literal teks tanpa melihat pada tujuan (magasid) di balik teks tersebut.
Mereka ini menurut a-Qardawi merupakan penerus dari madzhab Zahiriyah
klasik yang mengingkari ta’lil al-ahkam dan pengaitan teks dengan maqgasid-
nya

Kedua, kelompok yang mengedepankan magasid al-shari’ah dari pada
teks. Kelompok ini berseberangan secara diametral dengan kelompok pertama.
Kelompok ini menekankan penggunaan maqasid al-shari’ah dan berpedoman
pada ruh agama, bukan pada lahiriyah teks. Jika mendapati teks-teks yang gat’i
dan muhkam yang secara lahiriyah bertentangan dengan magasid al-shari’ah
atau kemaslahatan manusia dalam anggapan mereka, maka mereka
meninggalkan teks tersebut atau menafsiri dan mentakwilinya sesuai dengan
kemaslahatan yang dilihatnya wal aupun terkadang penafsiran tersebut tidak ada
dasar dalam ilmu tafsir dan ilmu bahasa. Mereka ini oleh al-Qardawi disebut
dengan kelompok al-mu’atilah kontemporer yang mewarisi kelompok al-
mu’atilah klasik yang meniadakan nama-nama Allah swt dari makna-maknanya
yang hakiki.

Ketiga, kelompok moderat (wasatiyah) yang disamping tetap

berpedoman kepada teks namun juga menggunakan kacamata maqasid al-
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sharr’ah dalam membaca teks-teks tersebut. Mereka tidak mengesampingkan
teks-teks juz’i (parsial) namun mengaitkan teks-teks juz’i tersebut dengan yang
universal, menyambungkan cabang dengan induknya serta menyambungkan
yang bisa berubah (mutaghayyirat) dengan yang paten (thawabit). Kelompok
ketigainilah yang dipedomani oleh Y usuf al-Qardawi.>

Perbedaan ulama tersebut ada dasarnya pada perilaku sahabat yang
dibenarkan oleh Rasulullah saw. Dalam Bukhari dan Muslim diriwayatkan
bahwasanya Ketika Rasulullah saw dan kaum muslimin pulang dari perang
Khandak, sesampainya di Madinah mereka meletakkan senjata dan berih-bersih
diri. Pada saat itu maakat Jibril datang kepada Rasulullah. Jibril
memerintahkan Rasulullah saw dan kaum muslimin untuk berangkat kembali
memerangi Bani Qurayzah yang melakukan pengkhianatan. Rasulullah saw
kemudian memanggil para sahabat untuk berangkat dan memerintahkan agar
mereka tidak melakukan ibadah shalat asar — dalam riwayat lain shalat dhuhur®
— kecuai di Bani Qurayzah. Namun mereka mendapati waktu asar di
perjalanan. Sebagian Sahabat takut waktu shalat habis sehingga mereka shalat

sebelum sampai di Bani Qurayzah. Mereka berpendapat bahwa perintah Nabi

SYusuf a-Qardhawi, al-Siyasah al-Shar’iyyah fi Dhaw’ Nusts al-Shari’ah wa Magasidiha
(Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), 228-229

% Daam mempertemukan dua riwayat yang berbeda ini para ulama menjalankan beberapa
kemungkinan, diantaranya: pertama, bahwa kejadian tersebut terjadi setelah masuk waktu duhur
dan sebagian sahabat telah melaksanakan sholat duhur di Madinah sedang sebagian yang lain
belum melaksanakannya sehingga kepada yang belum sholat duhur; “jangan kalian sholat dhuhur
kecuali di Bani Qurayzah” sedang bagi yang telah melaksanakan sholat duhur dikatakan: jangan
kalian sholat asar kecuali di Bani Qurayzah”. Kedua, bahwa Rasulullah saw bersabda kepada
semua sahabat: “jangan kalian sholat dhuhur dan asar kecuali di Bani Qurayzah”. Ketiga, bahwa
Rasulullah saw bersabda kepada mereka yang berangkat duluan: jangan kalian sholat dhuhur
kecuali di Bani Qurayzah’ dan bersabda kepada mereka yang berangkat belakangan : jangan kalian
sholat asar kecuali di Bani Quraidhah”. Lihat: Sharaf al-Din al-Nawawi, Sahih Muslim bi Sharh
al-Nawawi, Vol. 6 (Kairo: Dar al-Fajr li al-Turath, 1999), 315
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saw tersebut bertujuan agar mereka bersegera dalam perjalanan sehingga masih
menemui waktu shalat di Bani Qurayzah. Sedang sebagian yang lain shalat di
Bani Qurayzah walaupun waktunya telah lewat karena mel aksanakan dhahirnya
perintah Nabi saw.*® Ketika hal itu disampaikan kepada Rasulullah saw, beliau
tidak menyalahkan salah satunya. Kgjadian ini membuktikan bahwa pemakaian
magasid sudah dikenal segjak masa Rasulullah saw, dan pembenaran Rasulullah
saw membuktikan bahwa hal itu diperbolehkan.

Sebagaimana para sahabat yang berbeda dalam menyikapi sabda
Rasulullah saw, antara yang melihat literal hadis dengan yang melihat pada
tujuan dan maksud dari teks hadis tersebut, para ahli hukum Islam klasik-pun

juga berbeda pandangan dalam hal ini. Jumhur ulama menyatakan urgensi

%6 |mam Bukhari meriwayatkan dari Abd Allah Ibn Umar berkata:
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Rasulullah saw bersabda kepada kami ketika pulang dari perang Ahzab: Janganlah
seorangpun sholat asar kecuali di Bani Quraidhah”. Kemudian sebagian mereka
memasuki waktu asar dalam perjalanan sehingga sebagian mereka berkata: “kita tidak
sholat hingga kita sampai di Bani quraidhah, sedang sebagian yang lain berkata: “kita
sholat sekarang, Rasulullah saw tidak menghendaki yang seperti itu (mengakhirkan
sholat) dari kita”. Hal itu kemudian disampaikan kepada Rasulullah saw, namun beliau

tidak menyalahkan salah satu dari kedua kelompok tersebut”.
Sedang Imam Muslim meriwayatkan dari Abd Allah bin Umar juga yang berkata:

Cgb ol O la 3 o 3 Ve AT ks Y OT IO e Ol pg ey ade A1 Lo ) ) b ol
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Rasulullah saw bersabda kepada kami pada hari sepulang kita dari perang Ahzab:
“Janganlah seorangpun sholat duhur kecuali di Bani Quraidhah”. Kemudian sebagian
orang (sahabat) takut kehabisan waktu sehingga mereka sholat sebelum sampai Bani
guraidhah. sedang sebagian yang lain berkata: “kita tidak sholat kecuali sebagaimana
diperintahkan oleh Rasulullah saw walaupun ketinggalan waktunya. I1bn Umar berkata:
Rasulullah saw tidak menyalahkan salah satu dari kedua kelompok tersebut.

Lihat: Sharaf al-Din al-Nawawi, Sahth Muslim bi Sharh al-Nawawi, Vol. 6 (Kairo: Dar al-Fajr li

al-Turath, 1999), 315
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penggunaan maqgasid dalam membaca teks-teks keagamaan, sedangkan lbn
Hazm dan Abu Dawud al-Zahiri berpegang teguh pada literal teks tanpa
melihat sedikitpun pada maqgasid. lbn Hazm dalam menyikapi hadis tentang
shalat asar di Bani Quraidah di atas secara tegas mengatakan bahwa seandainya
dia ada diantara para sahabat tersebut, dia akan shalat asar di Bani Quraidah
wal aupun tengah malam.>’

Jumhur ulama’ yang mengaitkan hukum dengan magasid al-shariah,
yaitu kemaslahatan, mendasarkan pendapatnya pada al-istigra’, yaitu penelitian
terhadap syariah dan dalil-dalilnya baik secara kulli (global) maupun juz’i
(parsial). Penggunaan maqgasid tidak didasarkan pada dalil khusus yang
menunjukkan penggunaan magasid, namun ia ditetapkan berdasarkan berbagai
dalil yang dikumpulkan satu dengan lainnya. Dalil-dalil tersebut mempunyai
banyak tujuan namun secara global tersusun darinya satu perkara yang dalil-
dalil tersebut bertemu padanya. Hal ini — kata al-Qardawi- sebagaimana orang
awam menetapkan kedermawanan atau keberanian seseorang yang tidak
berpedoman pada satu perilaku orang tersebut pada satu momentum. Karenaitu
dalam menetapkan tujuan Syariah tidak berdasar pada dalil yang secara khusus
menunjuk pada tujuan tersebut, tetapi ketetapan tersebut terealisasi dari
berbagai dalil dan fenomena yang tersebar dalam setiap bab dan pokok bahasan
ilmu figh, sehingga tersusun dalil syar’i yang menunjukkan eksistensi dan
urgensi dari maqgasid al-shariah.®®

Selain berdalilkan al-Qur’an dan hadis, penggunaan magasid al-shariah

57 Auda, Figh al-Magasid, 7
%8 Al-Qardawi, al-Siyasah, 263
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dalam penentuan hukum juga berdalil pada kaidah-kaidah shar’iyah yang
disepakati. Kaidah-kaidah tersebut antaralain:

1. Kaidah pembagian maksiat yang dilarang oleh syariah menjadi kecil
(saghair) dan besar (kabair), dosa atasnya juga berbeda-beda sesuai
dengan pembagian tersebut. Pada hakekatnya tuntutan (perintah) dan
larangan Allah swt adalah sama dan satu. Perintah untuk melakukan
ketaatan yang tertinggi sama dengan perintah untuk melakukan ketaatan
yang di bawahnya. Begitu juga larangan melakukan maksiat besar
sebagaimana larangan dari maksiat yang kecil. Yang membedakan
keduanya adalah besar kecilnya kemaslahatan dan kemudharatan yang
ditimbulkannya, sebagaimana besar-kecilnya dosa tergantung pada
besar-kecilnya kemudharatan yang ditimbulkan. Dengan kaidah ini para
ulama’ memasukkan kemaksiatan yang berefek negatif besar ke dalam
dosa besar walaupun tidak disebutkan dalam nash. Begitu juga mereka
memasukkan maksiat yang efek negatifnya kecil bagi kemudharatan diri
dan masyarakat ke dalam dosa-dosa kecil. Pembagian maksiat ini
menunjukkan bahwa syariah bertujuan menjaga kemaslahatan manusia.

2. Kaidah penetapan penggantian atas kerugian (al-jawabir) yang
ditimbulkan oleh perbuatan seseorang, baik perbuatan tersebut
dilakukan dengan sengaja maupun tidak dan baik dilakukan oleh orang
dewasa maupun anak-anak. Semua perbuatan seseorang yang merusak
kemaslahatan orang lain layak untuk menjadi sebab bagi hukum wad’iy

yang berkaitan dengan perbuatan tersebut, karena tujuan dari penetapan
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ganti rugi adalah untuk menutupi kerugian akibat pelanggaran terhadap
sdah satu kemaslahatan orang lain. Penetapan ganti rugi ini tidak
disyaratkan bahwa orang yang ditetapkan harus menanggung
pembayaran ganti rugi adalah berdosa. Sebagaimana ganti rugi juga
ditetapkan dalam segala kondisi baik karena sengaja maupun kesal ahan.
Karena itulah ulama mengatakan bahwa sengagja dan tidak sengaja
dalam masalah harta manusia adalah sama, karena efek yang
ditimbulkannya adalah sama.

3. Perbedaan dalam syarat-syarat muamalah. Syarat-syarat sahnya
muamalah berbeda antara satu akad dengan lainnya sesuai dengan
perbedaan masing-masing dalam meredisasikan kemaslahatan.
Misalnya adanya ketentuan waktu yang jelas merupakan syarat dalam
akad ijarah (sewa menyewa) namun ketentuan itu tidak menjadi syarat,
bahkan tidak boleh ditetapkan pada akad nikah, karena penetapan waktu
merupakan sarana untuk merealisasikan kemaslahatan dalam akad sewa,
sedang dalam akad nikah tidak termasuk sarana, bahkan bertentangan
dengan tujuan pernikahan itu sendiri. *°
Berbagai dalil di atas menjadikan mayoritas ulama menetapkan bahwa

Allah swt mempunyai tujuan dalam pembuatan syariah yang terealisasi dengan
mengikuti hukum-hukum-Nya. Al-Ghazali mengatakan bahwasanya tujuan

syariah atas makhlug adalah lima: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan

% Hamid al-‘Alim, Magasid al-‘Amah, 85-93
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harta® Ibn Qayyim mengatakan bahwa asas dan bangunan syariah adalah
kemaslahatan hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat. Syariat itu adil
semua, rahmat semua, hikmah semua dan maslahat semua.®! Begitu juga al-
Shatibi mengatakan bahwa hukum dibuat untuk kemaslahatan hamba baik saat
ini maupun masa akan datang (dunia-akhirat) sesuai ketentuan dan batasan
yang dibuat oleh syara’, bukan berdasar atas hawa nafsu dan syahwat manusia,
sehingga seseorang tidak meraih kemaslahatan dirinya tanpa diberikan oleh
Syara’.®2

Sedangkan mujtahid yang melakukan penggalian hukum dari teks-teks
a-Qur’an dan hadis serta dari kaidah-kaidah umum yang kemudian
menerapkannya pada realitas, sehingga ia harus mengetahui magasid al-
shariah. Kebutuhan terhadap pemahaman maqgasid al-shariah bagi mujtahid
tampak jelas jika kita lihat tugas mujtahid yang berkaitan dengan syariah.
Tugas-tugas mujtahid tersebut secara umum adal ah:

Pertama, memahami makna dan dilalat teks-teks al-Qur’an dan hadis
sesual dengan makna bahasa dan terminologi yang dipakai oleh syara’. Dalam
tugas ini, pemahaman terhadap maqgasid al-shartah menjadi penguat
pemahaman makna teks tersebut.

Kedua, setelah memastikan makna teks, kemudian mujtahid mencari
apakah ada dalil lain yang bertentangan dengan makna atau dilalat yang
disimpulkan untuk meyakinkan bahwa dalil tersebut terbebas dari hal-hal yang

membatalkan kehujjahannya, seperti naskh, takhsis atau taqyid. Jika yakin

8 al-Ghazali, al-Mustasfa, 174
51 bn Qayyim al-Jawziyah, I’lam al-Muwagi’in, vol 3, 11
52 Abl Ishag Al-Shatibi, al-Muwafaqgat f1 Usal al-SharT’ah, Vol. 2, Beirut: Dar a-Fikr, t.t), 2
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bahwa dalil tersebut selamat dari yang membatalkannya maka dalil tersebut
diberlakukan. Tetapi jika ditemukan dalil lain yang bertentangan, maka
berijtihad dan memikirkan cara mengamalkan dua dalil tersebut atau mentarjih
sdah satu dalil yang dianggap lebih kuat. Kebutuhan mujtahid terhadap
magasid al-shartah dalam tugas ini lebih besar dari yang pertama, karena salah
satu faktor yang membuat kuat atau lemahnya dorongan mujtahid untuk
mencari dalil lain adalah besar-lemahnya persangkaan pada saat membahas
dalil bahwa dalil tersebut tidak cocok untuk menjadi tujuan syariah atas ‘illat
yang ada, sehingga mendorongnya untuk mencari dalil lain.

Ketiga, melakukan giyas (analog) sesuatu yang belum ada hukumnya
dalam teks dengan hukum yang ada teksnya setelah mengetahui ‘illat
hukumnya yang ditetapkan melalui salah satu cara penentuan ‘illat (masalik
al-“illah).®® Kebutuhan mujtahid dalam pekerjaan ini tampak jelas, karena giyas
berpedoman pada ‘illat yang mana dalam penetapannya terkadang
membutuhkan pemahaman terhadap magasid al-shariah, sebagaimana dalam
munasabah dan tanqih al-Manat.

Keempat, memberikan hukum terhadap perbuatan atau kegadian yang
tidak diketahui hukumnya dalam teks a-Qur’an dan hadis serta tidak bisa
digiyaskan dengan hukum yang ada dalam nas. Kebutuhan mujtahid untuk

mengetahui  maqasid al-shariah dalam hal ini lebih besar dari yang

8 Jumhur ulama mengatakan ada beberapa cara untuk mengetahui ‘illat, yaitu melalui nash (‘illat
tersebut disebutkan dalam nash), ijma’, al-Sibr wa al-tagsim yaitu mengumpulkan semua sifat
yang diperkirakan sebagai illat dan menguji satu persatu sehingga ditemukan satu sifat yang layak
untuk menjadi ‘illat, juga bisa dicari melalui munasabah (kecocokan antara sifat dengan hukum)
dan Tanqgth al-Manat (usaha menentukan ‘illat diantara sifat-sifat yang dijadikan sebagai manat
hukum jika disebut dalam nash atau ijma’). Lihat misalnya: al-Zuhayli, al-Wajiz, 75-83
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sebelumnya, karena tugas ini yang menjamin keabadian syariah dan
kel ayakannya sepanjang zaman dan di setiap tempat. %

Konsep istinbat hukum Hizbut Tahrir sebagaimana di atas, kalau
ditelusuri dalam sgjarah kita temukan kecocokan dengan madzhab al-Zahiri
dengan Dawud dan Ibn Hazm sebagal tokohnya. Madzhab al-Dhahiri menetapkan
bahwa sumber hukum figh adalah nash, tidek ada yang lain. Mereka menafikan
akal dalam berijtihad, sehingga menolak semua bentuk hukum yang berdasar pada
akal, seperti qgiyas, istihsan, al-maslahah al-mursalah dan sad al-dhariah. Jka
tidak ada nash mereka mengambil kaidah al-ibahah al-asliyah (hukum asd
sesuatu adalah boleh).®

Dari sini tergambar bahwasanya Tagyudin a-Nabhani dan para
pengikutnya yang tergabung dalam gerakan Hizbut Tahrir termasuk kaum literal
(Zahiri). Walaupun tidak sama persis dengan pemikiran tokoh-tokoh Zahiri
klasik, pemikiran mereka dipertemukan dalam pemahaman teks secara literal.

Zahiri bukanlah suatu madzhab tertentu, tetapi ia merupakan pendekatan
dalam pemahaman teks agama. Pendekatan literal ini pada umumnya berarti tidak
ada alasan untuk mengambil selain dari apa adanya nass dan oleh karena itu tidak
perlu ta’wil dan semacamnya. Jadi metode Zahiri ini dalam operasionalnya
menghindari ta’wil dan semata-mata melakukan penalaran hukum berdasarkan
arti yang nyata, terang, mudah ditangkap oleh akal, dan makna yang diambil itu

sesuai dengan bahasa tutur serta pendengarnya dapat memahaminya sesuai

8 Hamid al-‘Alim, al- Magasid al-‘Amah, 107-109

8 Muhammad Abu Zahrah, Tarikh al-Madhahib al-Islamiyah (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1996),
530; Amri Siregar, Ibn Hazm: Metode Zahiri Dalam Pembentukan Sumber Hukum (Jogjakarta:
Belukar, 2009), 100-139
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dengan pemakaian komunitas penuturnya. Selain itu kelompok Zahiri ini
memandang bahwa agama Islam ini telah lengkap dan sempurna serta tidak ada
satu masalahpun yang luput dari cakupannya, sehingga seluruh masalah yang
terjadi di alam ini telah tersedia jawaban dan ketentuannya dalam nash, yang

karenanya tidak butuh ra’y.%®

C. Metode ljtihad Hizbut Tahrir dalam Kajian Historis

Metode ijtihad Hizbut Tahrir berangkat dari frame berfikir bahwa faktor
internal kemunduran umat Islam adalah penyimpangan umat Islam dari pemikiran
para pendahulu (al-salaf al-salih). Perluasan kekuasaan Islam ke luar Arab telah
menjadikan Islam bersinggungan dengan budaya dan tradisi lokal yang kemudian
mewarnainya. Seiring dengan berjalannya waktu keilmuan keislaman kemudian
didominasi oleh filsafat Y unani, tak terkecuali ilmu usal al-figh.

Daam buku al-Shakhsiyah al-Islamiyah jilid satu, al-Nabhani
mengapresiasi imam al-Shafi’l (w.204 H) sebagal orang yang menggariskan
dasar-dasar istinbat dan mensistematikakannya dengan kaidah-kaidah umum
secara menyeluruh, sehingga bisa disebut sebagai peletak dasar ilmu usdl al-figh.
al-Nabhani mengatakan bahwa imam al-Shafi’i telah melakukan pembahasan
secara juristik (tashri’i), bukan silogistik (manthiqgr). As-Shafi’i benar-benar telah
menjauhkan usul al-figh dari metode silogistik, dan terikat sepenuhnya dengan
metode juristik. Al-Nabhani juga memuji ustl al-figh al-Shafi’i yang tidak berisi

pembelaan dan penjelasan atas mazhabnya, namun, ia merupakan kaidah istinbat

% 1bid., 63-64
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umum dan menyeluruh. Hal yang menjadi pendorongnya juga bukan tendensi
sektarian melainkan keinginan untuk menggariskan teknik berijtihad, serta
menyusun ketentuan dan deskripsi bagi para mujtahid.®’

Para ulama’ usul al-figh yang datang setelah al-Shafi’i, sekalipun
menapaktilasi apa yang ditinggalkan al-Shafi’i dari aspek pemikiran, namun
penerimaan mereka terhadap apa yang telah dihasilkan oleh a-Shafi’i tetap
berbeda, sesuai dengan perbedaan orientas fikih mereka. Di antara mereka ada
yang mengikuti pandangan al-Shafi’i, mensyarah, memperluas dan berdasarkan
metodologinya berhasil menelorkan kaidah baru. Ini seperti yang dilakukan oleh
para pengikut a-Shafi’i sendiri. Ada yang telah mengambil mayoritas yang
dikemukakan oleh al-Shafi’i, sekalipun ada perbedaan dalam beberapa derivatnya,
namun secara akumulatif tidak berbeda Sebab, secara akumulatif, sistematika dan
langkahnya tidak berbeda dengan al-Shafi’i. Ini seperti para pengikut Hanafi, dan
orang yang telah menempuh langkah berdasarkan metodologinya. Namun ada
yang berbeda pandangan dengan al-Shafi’i dalam usal al-figh ini, seperti para
pengikut Zahiri dan Syi’ah.

Al-Nabhani mengkritis perkembangan ustl al-figh pasca generasi imam
mujtahid. Perkembangan ilmu ini pada masa itu tidak diikuti dengan
perkembangan ijtihad. Tidak berkembangnya ijtihad tersebut sebenarnya karena
mandulnya usul al-figh sebagai kaidah ijtihad. Pada masa-masa setelahnya pintu
ijtihad ditutup, sedang ilmu usdl al-figh tetap berkembang dan semakin

bercabang. Hanya sgja perkembangan tersebut hanya dari sisi teori tanpa diikuti

57 Tagyuddin Al-Nabhani, al-Shakhsiyah al-Islamiyah, Vol. 1 (Beirut: Dar al-Ummah Li al-
Tiba’ah wa al-Nashr wa al-Tawz1’,2003) , 357-359
% |bid., 360-362
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praktek, sehingga tidak berpengarun dalam memunculkan para mujtahid.
Sebagaimana ilmu usul al-figh tersebut tidak berpengaruh dalam memecahkan
pemikiran penutupan pintu ijtihad. Itu tak lain, karena usul al-figh telah
menempuh metode teoritis semata tanpa memandang realitas. [Imu usdl al-figh
dipenuhi perdebatan kalam dan filsafat yang sebenarnya tidak ada kaitannya
dengan substansi ilmu usul al-figh, seperti hasan-gabih (terpuji-tercel@), shukr al-
mun’im (menyukuri Dzat Pemberi nikmat), dan lain sebagainya. Akibatnya, usil
al-figh telah berubah dari ilmu yang menaungi ijtihad dan figh menjadi ilmu
teoritis filosofis yang tidak ada pengaruhnya sama sekali dalam penetapan hukum
dan istinbat.®®

Kemandulan usal al-figh ini berakibat pada kemunduran figh. Para ulama’
tidak berani melakukan ijtihad-ijtihad baru dengan alasan pintu ijtihad telah
ditutup, tidak ada seorangpun yang mampu berada pada posisi ahli ijtihad.
Kemunduran ini sgjatinyatelah dimulai sgak akhir abad keempat hijriyah, namun
sampal akhir abad keenam hijriyah, kemunduran itu masih belum menyeluruh.
Baru mulai abad ketujuh kemunduran figh bersifat umum. Menurut al-Nabhani,
sampal akhir abad ketiga belas hijiriyah kemunduran ilmu figh masih dalam batas
Islam, tapi setelah itu kemunduran tersebut sampai pada pencampuran hukum
Islam dengan hukum-hukum Barat. Bahkan kemunduran tersebut berujung pada
penggantian undang-undang dan hukum Islam menjadi hukum dan Undang-
Undang Barat. Setelah keruntuhan kekhalifahan Turki Uthmani, figh hanya

menjadi sekedar kajian di universitas-universitas Islam seperti al-Azhar di Mesir

% 1bid., 363
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dan a-Zaytunah di Tunisia, itupun sistem pengkajiannya seperti kgian filsafat
Y unani.”

Frame berfikir seperti ini didukung redlitas sosia, politik dan ekonomi yang
melingkupi dunia Islam saat itu, terutama Arab dan Timur Tengah. Dari Sis
Pemikiran politik, pergulatan pemikiran politik dunia Islam, terutama di Mesir
dan Turki, ikut membangun pemikiran Hizbut Tahrir. Mesir dianggap sebagai
kiblat pemikiran dunia Islan dan a-Nabhani sendiri menghabiskan masa
mudanya belgar di a-Azhar. Sedang Turki merupakan pusat politik dunia Islam
saat itu, dengan Turki Uthmani sebagai simbol kekuatan politik Islam.

Secara umum, awal abad ke-20 merupakan pergul atan pemikiran politik dan
ekonomi di dunia Islam. Pemikiran-pemikiran Barat masuk ke dunia Islam,
terutama Turki dan Mesir, dan menggerogoti pemikiran Islam yang telah lama
eksis dalam diri masyarakat. Pemikiran nasionalisme dan liberalisme mulai
mendapatkan pengikutnya dan penyeru yang mengajak kepadanya. Pemikiran-
pemikiran Barat ini lahir ketika para penguasa dan cendikiawan Mesir dan Turki
terbuka matanya atas kemajuan Eropa berbanding terbalik dengan kemunduran
dunialslam, dalam hal ini negara khilafah Turki Uthmani.

Kekhalifahan Turki Uthmani yang merepresentasikan diri sebaga khilafah
Islamiyah berada dalam keterpurukan yang luar biasa akibat praktek korups yang
melanda penguasa dan aparatur pemerintah, perpecahan internal serta akibat
kesalahan kebijakan yang diambil. Krisis politik itu berakibat pada keterpurukan

ekonomi, kelaparan mergjalela dan pengangguran menghantui kebanyakan warga.

" 1bid., 391-393
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Buruknya kondisi ekonomi ini berakibat hilangnya kehormatan manusia, rusaknya
akhlak dan nurani masyarakat, keresahan sosial, menjauhkan masyarakat dari
agama dan menumbuh suburkan pemikiran komunisme sosialisme, karena kaum
lemah yang putus harapan mudah terprofokasi dan terbujuk oleh janji persamaan
pendapatan dan kelas ekonomi.”*

Akibatnya banyak umat Islam yang tertarik dengan pemikiran nasionalisme
dan menganggapnya sebagai jalan keluar atas krisis politik dan ekonomi yang
menimpa dunia Islam yang berada di bawah Turki uthmani. Demikian juga
pemikiran sosidisme dengan berbaga alirannya seperti Marxisme dan
Komunisme, yang mulai marak pada akhir abad ke 19. Sekulerisme juga mulai
merasuk ke dunia Islam. Shibli Shumayl misalnya menulis bahwa Eropa kuat
karena adanya revolusi Prancis yang menghilangkan campur tangan pemimpin
agama dalam masyarakatnya, sehingga bangsa Mesir jika ingin kuat harus
mengambil pelgaran dari Barat dengan menghilangkan campur tangan pemimpin
agama dalam masyarakat.”?

Setahun setelah penghapusan khilafah, yaitu tahun 1925, Mesir dihebohkan
oleh munculnya buku al-Islam wa Usul Al-Hukm karya Ali Abd al-Razig-salah
seorang ulama Al-azhar yang mendukung sekulerisme. Setahun kemudian (tahun
1926) muncul buku Fi al-Shi’r al-Jahili karya Taha Husein yang menunjukkan
keraguan penulisnya terhadap segjarah Arab sebelum Islam, Bahkan di meragukan

peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam Al-qur’an, yang mana dia menganggap

L Muhammad Ghazali, al-Islam wa al-Awda’ al-Igtisadiyah (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), 61-
79

72 Albert Howrani, Arabic Thought in the Liberal Age 1878-1939 (Cambridge: Cambridge
University Press, 1962), 251
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bahwa hubungan Nabi Ibrahim dengan Arab dan pembangunan Ka’bah hanyalah
cerita dongeng yang tidak nyata.”

Kondisi politik pada waktu itu memberi peluang bagi para intelek yang
mendapat pendidikan Eropa dan terpangaruh oleh peradaban mereka untuk
mentranformasi  pemikiran dan kekaguman mereka terhadap Barat kepada
penguasa dan kelompok pemikir lokal. Lemahnya para ulama dan pemuka agama
serta pandaangan mereka yang pasif dan negatif terhadap ilmu-ilmu terapan
membantu keberhasilan tranformasi pemikiran Barat tersebut. Para kaum cendikia
banyak yang mengaak kepada sekulerisme karena menganggap agama Islam
sebagai hambatan kemajuan.’

Kondis politik dan pertentangan pemikiran antara mereka yang terpengaruh
dengan budaya Eropa dengan para pembela pemikiran dan budaya lokal, termasuk
Isam mempunyal pengaruh yang sangat jelas bagi kehidupan sosial. Budaya-
budaya dan tradis Barat yang hedonis telah masuk ke masyarakat seperti:
Tersebarnya tempat minuman keras, hiburan-hiburan malam, perjudian, dan lain-
lain. Budaya Barat ini di bawa oleh mereka yang telah terpengaruh, seperti it
penguasa, kaum terpelgar yang ter-Barat-kan dan kaum urban yang bekerja di
perusahaan-perusahaan Eropa. Koran dan surat kabar juga berperan besar dalam
menyebarkan gaya hidup dan budaya Barat tersebut.” Pengadopsian Undang-

Undang Barat, terutama Perancis, semakin memperparah kerusakan tatanan sosia

73 Zakaria Sulayman Baydmi, al-lkhwan wa al-Jama’at al-Islamiyah fi Hayah al-Siyasiyah al-
Misriyah (Kairo: Maktabah Wahbah, 1991), 48

" 1bid., 44

S 1bid., 51
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masyarakat. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu pintu masuk budaya
Barat ke dalam kehidupan bangsa muslim.

Kondis sosial, ekonomi, politik dan pemikiran di atas memunculkan reaksi
aktivis Ilam. Hizbut Tahrir menganggap krisis dunia Islam itu hanya bisa di atasi
dengan pemurnian Islam dari unsur-unsur luar dan kembali kepada Islam
sebagaimana pemahaman dan praktek para al-salaf al-salih. Dari sis politik
kembali kepada sistem khilafah dan dari sis pemikiran kembali kepada
pemahaman teks yang bersih dari unsur-unsur filsafat dan logika. Filsafat dan
logika, menurut Hizbut Tahrir hanya menjadikan teks-teks agama mandul dan
pasif dalam menghadapi problema masyarakat. Dari sini dapat dipahami nalar
literal yang dominan dalam metode istinbat Hizbut Tahrir.

Nalar litera merupakan ekspresi perlawanan atas kemapanan ustl al-figh
mainstream yang dianggap gagal. Usul al-figh, sebagai ilmu induk dalam istinbat
hukum, harus dipurifikas dari hal hal yang berbau filsafat dan unsur-unsur
lokal.”® Penolakan atas al-maslahah al-mursalah dan konsep magasid al-shari’ah
merupakan implikasi dari penolakan filsafat. Sedang penolakan atas al-’urf
merupakan penolakan atas unsur lokal yang dianggap bisa mencampur adukkan
antara budaya lokal dengan hukum syariah.

Hegemoni politik dan ekonomi Barat atas dunia Islam yang penuh dengan
kedzaliman imperialisme serta masuknya budaya Barat yang merusak tatanan
dunia Islam menguatkan kebencian atas Barat dan hal-hal yang berbau Barat.

Dukungan Barat atas lahirnya negara Israel di atas tanah Palestina memperparah

6 Hafidz Abdurrahman, “Pemikiran Ushul Figh Hizbut Tahrir dalam” http://www.hizbut-
tahrir.or.id/2008/04/29/pemikiran-ushul -figh-hizbut-tahrir/# ftnref7 diakses pada 9 September
2012
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kebencian tersebut. Barat dianggap sebagai sumber kerusakan dunia Islam. Oleh
karena itu pemikiran Islam harus dibersihkan dari semua unsur-unsur pemikiran
Barat. Kebencian itu sangat tampak pada pemikiran Hizbut Tahrir, mengingat ia

lahir dan tumbuh dalam wilayah konflik, Palestina.



